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Telepon (0548) 21301 Faksmile (0548) 21152
Laman bapenda.bontangkota.go.id, Pos-el bapenda.pemkotbontang@gmail.com

BADAN PENDAPATAN DAERAH
PEMERINTAH KOTA BONTANG
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
NOMOR : 000.5.6.2/129 /Bapenda/2025

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA JENIS PELAYANAN DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BONTANG

Menimbang . a. dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan
publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah
yang baik dan benar, serta guna mewujudkan kepastian
hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan
penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara
pelayanan  publik  wajib menetapkan Standa
Pelayananan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a
perlu menetapkan keputusan Walikota Kota Bontang
tentang Standar Pelayanan.

Mengingat a. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2022 tentang |bu Kota Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3058);

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor
02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Lembar Negara Republik Indonesia Nomor
6856);



Mengingat

Menetapkan

KESATU

KEDUA

d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah
Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
292, Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah

Focus Group Disccusion BAPENDA tentang Standar
Pelayanan

MEMUTUSKAN

Standar Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kota
Bontang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
Standar Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kota
Bontang meliputi jenis-jenis pelayanan sebagai berikut :
1.Layanan Mutasi Objek dan Subjek Pajak Bumi dan
Bangunan
2.Layanan Pembatalan SPPT PBB
3.Layanan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
4 Layanan Pembetulan SPPDT PBB P2
S.Layanan Pendaftaran Pajak Baru Pajak Bumi dan
Bangunan
6.Layanan Penetapan dan Pembayaran Pajak Barang Jasa
Tertentu Hotel, Makan dan/atau Minum, Kesenian dan
Hiburan, Parkir
7.Layanan Pembetulan Surat Ketetapan Pajak Daerah
(SKPD)
8.Layanan Pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
(SPTPD)
9.Layanan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB)
10.Layanan Penetapan dan Pembayaran Pajak Reklame
11.Layanan Penetapan dan Pembayaran Pajak Air Tanah
12.Layanan Penetapan dan Pembayaran Pajak Barang Jasa
Tertentu Tenaga Listrik
13.Layanan Penetapan dan Pembayaran Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
14.Layanan Penetapan dan Pembayaran Pajak Sarang
Burung Walet



KETIGA Standar Pelayanan yang dimaksud dalam ketetapan Kedua
mencakup ruang lingkup sebagai berikut:

Persyaratan

13.Layanan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Jangka Waktu Penyelesaian

Biaya / Tarif

Produk Pelayanan

Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Dasar Hukum

Sarana, Prasarana, dan / atau fasilitas

Kompetensi Pelaksana

10 Pengawas Internal

11.Jumlah Pelaksana

12.Jaminan Pelayanan

13.Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan

14.Evaluasi Kinerja Pelaksana
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KEEMPAT Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum
kesatu wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana
dan sebagaimana acuan dalam penilaian kinerja pelayanan
oleh pimpinaan penyelenggara, aparat pengawas dan
masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di
dalam penetapannya akan ditetapkan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Bontang

_PadaTanggal  : 9 Juni 2025
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Tembusan:

1. Walikota Bontang
2. Wakil Wali Kota Bontang
3. Sekretaris Daerah Kota Bontang



STANDAR PELAYANAN

PEMBETULAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

SERVICE DELIVERY

‘I:‘ers%a;a:an 1. Surat Permohonan
EmeRkian 2. Dokumen Asli SKPD yang ingin diajukan pembetulan
Sistem, ———
Mekanisme, "

dan Prosedur
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Jangka Wa_ktu 5 hari kerja
Penyelesaian
Biaya / Tarif || Gratis biaya layanan
Produk | Surat Keputusan Pembetulan SKPD
Pelayanan
Penanganan |:| SMS/WA/Telpon Pengaduan: 082156058828
Pengaduan, Instagram : @bapendakotabontang
Saran, dan Facebook : Bapenda KotaBontang
Masukan Email : bapenda.pemkotbontang@gmail.com
Kantor Bapenda dan MPP
Kanal Pelayanan Pengaduan SP4N Lapor
MANUFACTURIN

Dasar Hukum | :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah;

2. Peraturan Pemerintah 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;

3. Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.

4, Perwali Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah. E

Sarana,
Prasarana,
dan / atau

fasilitas

Laptop

Printer

HP

Meja

Kursi kerja

Pendingin Rungan, dan
Dispenser

Kursi Tunggu

. Toilet

10. Mushola
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11. Ruang Konsultasi




-

12. Kursi Roda

9. Kompetensi 1. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran,
Pelaksana keramahan, integritas yang tinggi, mampu bekerja di
bawah tekanan.
2. Minimal SMA/K Sederajat.
10. Pengawas Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
Internal Kepala Sub Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah
Kepala Sub Bidang Pendataan Pendapatan Daerah
11. Jumlah 2 Oran
Pelaksana g
12. Jaminan 1. Layanan diberikan secara transparan, terbuka dan
Pelayanan tepat waktu.
2. Layanan diberikan sesuai standar pelayanan.
13 KJamlnan 1. Jaminan keselamatan dan kerahasiaan data.
eamanan ] : ;
2. Jaminan tidak dilakukan penyalahgunaan data.
Keselamatan 3. Jaminan keakuratan data
Pelayanan )
14. Evaluasi Evaluasi dan pengawasan terhadap standar pelayanan
Kinerja dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan prosedur
Pelaksana dalam pelaksanaan layanan.
15. Monitoring

Pelaksanaan

Survei Kepuasan Masyarakat
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STANDAR PELAYANAN

PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)

SERVICE DELIVERY

Persyaratan 1. Surat Permohonan;
Pembetulan 2. Dokumen asli SPTPD yang ingin diajukan pembetulan;
3. Dokumen pendukung dasar pembetulan.
Sistem, : _
Mekanisme, PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)

dan Prosedur

' Membawa gokumen dan Melenghapi per sy lan
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Jangka Waktu ; :
Penyelesaian = ke Keija
Biaya / Tarif | :| Gratis biaya layanan
A *| Surat keputusan pembetulan SPTPD
Pelayanan
Penanganan |:| SMS/WA/Telpon Pengaduan: 082156058828
Pengaduan, Instagram : @bapendakotabontang
Saran, dan Facebook : Bapenda KotaBontang
Masukan Email : bapenda.pemkotbontang@gmail.com
Kantor Bapenda dan MPP
Kanal Layanan Pengaduan SP4N Lapor
MANUFACTURIN

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah;

2. Peraturan Pemerintah 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;

3. Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.

4. Perwali Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah.

Sarana,
Prasarana,
dan / atau

fasilitas

Laptop

Printer

HP

Meja

Kursi kerja

Pendingin Rungan, dan

el o o e




7. Dispenser
8. Kursi Tunggu
9. Toilet
10. Mushola
11. Ruang Konsultasi
12. Kursi Roda
9. Kompetensi 1. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran,
Pelaksana keramahan, integritas yang tinggi, mampu bekerja di
bawah tekanan.
2. Minimal SMA/K Sederajat.
10. Pengawas Kepala Bidang Pegelolaan pendapatan daerah
Internal Kepala Sub Bidang Pelayanan pendapatan daerah
Kepala Sub Bidang Pendataan pendapatan daerah
11 Jumlah
Pelaksana 20Ny
12 Jaminan 1. Layanan diberikan secara transparan, terbuka dan
Pelayanan tepat waktu.
2. Layanan diberikan sesuai standar pelayanan.
13 K‘;ﬁ:gﬁ;n s Jam?nan ifeselalmatan dan kerahasiaan data.
Keselamatan 2. Jam!nan tidak dilakukan penyalahgunaan data.
3. Jaminan keakuratan data.
Pelayanan
y
14. Evaluasi Evaluasi dan pengawasan terhadap standar pelayanan
Kinerja dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan prosedur
Pelaksana dalam pelaksanaan layanan.
15. Monitoring

Pelaksanaan

Survei Kepuasan Masyarakat
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STANDAR PELAYANAN
PEMBETULAN SPPDT PBB P2

SERVICE DELIV

Persyaratan
Pembetulan

ERY
:| 1. Surat Permohonan (formulir tersedia di Tempat
Pelayanan Pajak Daerah atau menggunakan format
surat sendiri);
SPPDT PBB P2 / yang diajukan pembetulan;
SPOP/LSPOP (Khusus PBB Formulir tersedia di
Tempat Pelayanan Pajak Daerah);
Salinan KTP dan KK Wajib Pajak;
Salinan SPPDT PBB P2 Lunas Tahun berjalan;
NPWP (apabila ada);
Surat Kuasa bermaterai 10.000 (apabila dikuasakan);
Pembetulan SPPDT PBB P2 melampirkan fotokopi:
8.1.Untuk pembetulan luas tanah / bumi melampirkan
sertipikat;
8.2.Untuk pembetulan luas bangunan (penambahan
bangunan) melampirkan fotokopi PBG/IMB foto
bangunan terbaru atau Surat Keterangan Lurah
mengenai Bangunan apabila tidak ada PBG / IMB;
8.3.Untuk pembetulan nama dan alamat Subjek Pajak
melampirkan salinan KTP;
8.4.Untuk pembetulan NJOP Bumi dan Bangunan
melampirkan SPPDT PBB P2 tetangga tahun
berjalan.
9. Foto lokasi Objek Pajak.
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Sistem,
Mekanisme,
dan Prosedur
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Jangka Waktu —
Penyelesaian 5 hari kerja (Persyaratan Lengkap)
Biaya / Tarif | :| Gratis biaya pelayanan
Produk :
Pelayanan Surat Keterangan NJOP
Penanganan | :| SMS/WA/Telpon Pengaduan: 082156058828
Pengaduan, Instagram : @bapendakotabontang
Saran, dan Facebook : Bapenda KotaBontang
Masukan Email : bapenda.pemkotbontang@gmail.com

Kantor Bapenda dan MPP
Kanal Layanan Pengaduan SP4N Lapor




B. MANUFACTURlNG
7. | Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;
3. Peraturan Menteri Keuangan Rl Nomor 85 Tahun
2024 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
4. Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah;
5. Perwali Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah.
8. Sarana, 1. Laptop
Prasarana, 2. Printer
dan / atau 3. HP
fasilitas 4. Meja
5. Kursi kerja
6. Pendingin Rungan, dan
7. Dispenser
8. Kursi Tunggu
9. Toilet
10. Mushola
11. Ruang Konsultasi
12. Kursi Roda
9. Kompetensi 1. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran,
Pelaksana keramahan, integritas yang tinggi, mampu bekerja di
bawah tekanan.
2. SDM yang memiliki kemampuan mengoperasikan
Komputer dan aplikasi pajak (Sismiop).
3. Minimal SMA/K Sederajat.
10. Pengawas Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
Internal Kepala Sub Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah
11. Jumlah
Pelaksana < Orang
12. Jaminan 1. Layanan diberikan secara transparan, terbuka dan
Pelayanan tepat waktu.
2. Layanan diberikan sesuai standar pelayanan.
14, KJamman 1. Jaminan keselamatan dan kerahasiaan data.
eamanan : ) .
Kisaciiratan . Jam!nan tidak dilakukan penyalahgunaan data.
3. Jaminan keakuratan data
Pela )
yanan
14. Evaluasi Evaluasi dan pengawasan terhadap standar pelayanan
Kinerja dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan prosedur
Pelaksana dalam pelaksanaan layanan.
15 Pﬁg’;:g:ggn Survei Kepuasan Masyarakat




STANDAR PELAYANAN

PENDAFTARAN PAJAK BARU PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

SERVICE DELIVER

Persyaratan :| 1. Surat Permohonan (formulir tersedia di Tempat
Pendaftaran Pelayanan Pajak Daerah atau menggunakan format surat
sendiri);
2. Mengisi SPOP/LSPOP (Formulir tersedia di Tempat
Pelayanan Pajak Daerah);
3. Salinan KTP dan KK Wajib Pajak;
4. NPWP (apabila ada);
5. Surat Kuasa bagi WP yang menguasakan pengurusan
kepada orang lain;
6. Salinan bukti kepemilikan/penguasaan tanah atau
dokumen yang dipersamakan;
7. Salinan IMB/PBG bagi yang sudah memiliki bangunan;
8. Salinan SPPT PBB Perkotaan bidang tanah di sebelah
objek pajak yang didaftarkan (apabila ada);
9. Foto objek pajak.
Sistem, R—
Mekanisme, dan PENAFTARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAX PB6-F2
Prosedur
Pendaftaran Soomn abors e o
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Jangka W
NaE gktu 5 hari kerja
Penyelesaian
Biaya / Tarif Gratis biaya layanan
Produk : i
Polayanan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang PBB P2
Penanganan SMS/WA/Telpon Pengaduan: 082156058828
Pengaduan, Instagram : @bapendakotabontang
Saran, dan Facebook : Bapenda KotaBontang
Masukan Email : bapenda.pemkotbontang@gmail.com

Kantor Bapenda dan MPP
Kanal Layanan Pengaduan SP4N Lapor




B. MANUFACTURING
7. | Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah;
2. Peraturan Pemerintah 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Menteri Keuangan Rl Nomor 85 Tahun 2024
tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan
4. Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.
5. Perwali Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah.
8. Sarana, 1. Laptop
Prasarana, dan 2. Printer
/ atau fasilitas 3. HP
4. Meja
5. Kursi kerja
6. Pendingin Rungan, dan
7. Dispenser
8. Kursi Tunggu
9. Toilet
10.Mushola
11.Ruang Konsultasi
12.Kursi Roda
9. Kompetensi 1. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran,
Pelaksana keramahan, integritas yang tinggi, mampu bekerja di
bawah tekanan.
2. SDM yang memiliki kemampuan mengoperasikan
Komputer dan aplikasi pajak (Sismiop).
3. Minimal SMA/K Sederajat.
10. Pengawas Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
Internal Kepala Sub Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah
11. Jumlah
Pelaksana >Qrang
12 Jaminan 1. Layanan diberikan secara transparan, terbuka dan tepat
Pelayanan waktu.
2. Layanan diberikan sesuai standar pelayanan.
e Kizﬂg:gn 1. Jam?nan keselamatan dan kerahasiaan data.
Kesel i 2. Jaminan tidak dilakukan penyalahgunaan data.
eselamatan .
3. Jaminan keakuratan data.
Pelayanan
14. | Evaluasi Kinerja Evaluasi dan pengawasan terhadap standar pelayanan
Pelaksana dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan prosedur dalam
pelaksanaan layanan.
15. Monitoring

Pelaksanaan

Survei Kepuasan Masyarakat
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STANDAR PELAYANAN

PENDAFTARAN PAJAK BARANG JASA TERTENTU HOTEL, MAKAN
DAN/ATAU MINUM, KESENIAN DAN HIBURAN, TENAGA LISTRIK, PARKIR,
SARANG BURUNG WALET, MBLB,REKLAME, AIR TANAH

A. SERVICE DELIVERY
1. Persyaratan |: 1. KTP Pemilik Usaha
Pendaftaran 2. NPWP
3. Dokumentasi lokasi objek PAT, Pajak Reklame,
PBJT, Pajak MBLB, atau Pajak Sarang Burung
Walet sesuai jenis Pajak yang didaftarkan.
4. NIB (Nomor Induk Berusaha) jika ada;
2 Sistem, Online Melalui Bapenda Etam
Mekanisme,
dan Prosedur
Pendaftaran o PENDAFTARAN PAJAK BARANG JASA TERTENTU HOTEL, MANAN
vada arstose DAN/ATAU MINUM, DAN HIBURAN, TENAGA LISTRIK,

PARKIR, SARANG BURUNG WALET, MLBB REXLAME, AIR TANAH

- Metakikan valigasi gata dan menyetulsi
pembuatan kun waiiu pajak
=

0 o
RZ : LN
o : _
: Login Akua Bapenda Etam
. ! Menylapkan sokumen WP (XTP, NPWP tan
I, | \ Company Pritie ik aga)
ik atau pih menu Pendattaan .
Mengisi Form Pendaftaran sesuai dengan LJ
dokumen Wajib Paiak
=
o \«\
i w;
_ v;c‘ 4 Melakukan Valigasi gata Wallb Palak




Offline Melalui Loket Palayanan

PENDAFTARAN PAJAX BARANG JASA TERTENTU HOTEL, MAKAN
DAN/ATAU MINUM, KESENIAN DAN HIBURAN, TENAGA LISTRIX
PARKIR, SARANG BURUNG WALET, MLBB, AIR TANAK
Wajib Paiak galang ke kanior PPO BAPENDA
MemDawa goxumen persyalalan

MemerIKsa Ml DeRS2NaIaN 6an Keesgrapan toKumen
persyaratan

Meneruskan Ookimen ke KABID 62 EASUSIO PPO uniok 01
Roproved

o
1

R :
g e
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3. Jangka 1 Jam
Waktu
Penyelesaian
4, Biaya / Tarif Gratis biaya layanan
5, Produk NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah)
Pelayanan
6. Penanganan SMS/WA/Telpon Pengaduan: 082156058828
Pengaduan, SMS / WA/Telpon Petugas Layanan :
Saran, dan Instagram : @bapendakotabontang
Masukan Facebook : Bapenda KotaBontang
Email : bapenda.pemkotbontang@gmail.com
Kantor Bapenda dan MPP
Kanal Layanan Pengaduan SP4N Lapor
B. MANUFACTURING
7. Dasar Hukum : | 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerabh;
2. Peraturan Pemerintah 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;
3. Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.
8. Sarana, 1. Laptop
Prasarana, dan / 2. Printer
atau fasilitas 3. HP
4. Meja
5. Kursikerja
6. Pendingin Rungan, dan
7. Dispenser
8. Kursi Tunggu
9. Toilet




10. Mushola
11. Ruang Konsultasi
12. Kursi Roda
9. Kompetensi 1. SDM vyang memiliki ketelitian, kecekatan,
Pelaksana kesabaran, keramahan, integritas yang tinggi,
mampu bekerja di bawah tekanan.
2. SDM yang memiliki kemampuan mengoperasikan
Komputer.
3. Minimal SMA/K Sederajat.

10. | Pengawas Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
Internal Kasubid Pendataan Pendapatan Daerah

11. | Jumlah 3 Orang
Pelaksana

12. | Jaminan 1. Layanan diberikan secara transparan, terbuka dan
Pelayanan tepat waktu.

2. Layanan diberikan sesuai standar pelayanan.

13. | Jaminan 1. Jaminan keselamatan dan kerahasiaan data.
Keamanan 2. Jaminan tidak dilakukan penyalahgunaan data.
Keselamatan 3. Jaminan keakuratan data.

Pelayanan

14. | Evaluasi Kinerja Evaluasi dan pengawasan terhadap standar pelayanan
Pelaksana dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan prosedur

dalam pelaksanaan layanan.

15. | Monitoring Survei Kepuasan Masyarakat

Pelaksanaan
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STANDAR PELAYANAN
PENETAPAN DAN PEMBAYARAN PAJAK REKLAME

SERVICE DELIVERY

Persyaratan | : 1. Dokumen Perizinan dari PTSP
2. Dokumen Kontrak
3. Mengisi formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak
(SPOP)
4. Gambar Reklame
Sistem, : i
Mekanisme, PEMBAYARAN PAJAK REKLAME
dan Prosedur
Pendaftaran wscrmarn SRR
~ Memiawa ookumen persyaratan
\/l‘“ l‘ l
N |4 mmaauﬁm.‘n
Pajak (SPOF) Kegata Waj Pajak
2 e
'ug,.s {71
Mengisy Formulil an metengiapt doxumen
persyaralan Peiaporan Paak
[—=]
o i mmm-mu—-
‘L_ J/ persyaalan : )
Meneruskan gokumen ke LABID dan KASUBID PP umiuk i
kpproved :
Survey lelokasi gntuk meneatukaa tarii
f o
"| \
0y
Ty
Input 6212 ke SSlem apiskas) urd 4
menerbrikan SKPD
mendrsiribusikan SKPO kepada Wagb Pak
L3
‘e '
. Memperoleh SKPD untuk Melakukan [ )
—‘ . ‘ .
Jangka .| 2 hari kerja
Waktu
Penyelesaian
Biaya / Tarif | :| Gratis biaya layanan
Produk . | SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah)
Pelayanan
Penanganan |:| SMS/WA/Telpon Pengaduan: 082156058828
Pengaduan, SMS / WA/Telpon Petugas Layanan : -
Saran, dan Instagram : @bapendakotabontang
Masukan Facebook : Bapenda KotaBontang
Email : bapenda.pemkotbontang@gmail.com
Kantor Bapenda dan MPP
Kanal Layanan Pengaduan SP4N Lapor




B. MANUFACTURING
7. Dasar Hukum :11. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;
3. Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah;
4. Perwali Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah;
5. Perwali Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perhitungan
Nilai Sewa Reklame.

8. Sarana, 1. Laptop
Prasarana, dan/ 2. Printer
atau fasilitas 3. HP

4. Meja

5. Kursi kerja

6. Pendingin Rungan, dan
7. Dispenser

8. Kursi Tunggu

9. Toilet

10. Mushola

11. Ruang Konsultasi

12. Kursi Roda

9. Kompetensi 1. SDM vyang memiliki ketelitian, kecekatan,

Pelaksana kesabaran, keramahan, integritas yang tinggi,
mampu bekerja di bawah tekanan.
2. SDM yang memiliki kemampuan mengoperasikan
Komputer.
3. Minimal SMA/K Sederajat.

10. | Pengawas Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Internal Kasubbid Pendataan Pendapatan Daerah
Kasubbid Pelayanan Pendapatan Daerah

11. | Jumlah 2 (dua) Orang
Pelaksana

12. | Jaminan 1. Layanan diberikan secara transparan, terbuka dan
Pelayanan tepat waktu.

2. Layanan diberikan sesuai standar pelayanan.

13. | Jaminan 1. Jaminan keselamatan dan kerahasiaan data.
Keamanan 2. Jaminan tidak dilakukan penyalahgunaan data.
Keselamatan 3. Jaminan keakuratan data.

Pelayanan

14. | Evaluasi Kinerja Evaluasi dan pengawasan terhadap standar pelayanan
Pelaksana dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan prosedur

dalam pelaksanaan layanan.

15. | Monitoring Survei Kepuasan Masyarakat
Pelaksanaan

AYAHRYDDIN, SE, M.AM.Eng
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STANDAR PELAYANAN

PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB P2)

SERVICE DELIVERY

Persyaratan 1. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2
Pembayaran
Sistem, OFFLINE )
Mekanisme, PEMBAYARAN PAJAK SUMI BAN BANGUNAN MELALU! LOKET
dan Prosedur
Pendaftaran
lﬂlrllﬂ--lllﬂlmmmu
Membawa columen persyaralan yailu -
Sural Pemberitahuan Pajak Terutang (SPFT) PRS-P2
o 0
~ !
Y i —
= b
B
N ;
<,
% / l mm-mm
|
ONLINE &
PEMBAYARAN PAJAK SUMI DAN BANGUNAN
- Wanb P22k Loge ke Apkiasi DG Bankanmia 2 ata
R M Letpiace [okapedia
{ &3-%
@ : + [P Mewu Pajak Pe8
" + Masuion §OP @A PN Tahun P2lak Tang
g0 Bbyx
+ Piih Metode Pesbay dan
b J [ —
Pembayaan
Jangka :| 5 Menit (Tanpa tunggakan)
Waktu *Jam Pelayanan Bank Kaltimtara 08.00 — 15.00 dan
Penyelesaian Jam istirahat 12.00 — 13.30
Biaya / Tarif | :| Gratis biaya layanan
Produk | Bukti Lunas PBB
Pelayanan
Penanganan | :| SMS/WA/Telpon Pengaduan: 082156058828
Pengaduan, Instagram : @bapendakotabontang
Saran, dan Facebook : Bapenda KotaBontang
Masukan Email : bapenda.pemkotbontang@gmail.com




Kantor Bapenda dan MPP

Kanal Pelayanan Pengaduan SP4N Lapor

B. MANUFACTURING
7. Dasar 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hukum Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Menteri Keuangan Rl Nomor 85 Tahun 2024
tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan;
4. Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;
5. Perwali Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah.
8. Sarana, 11 1. Laptop
Prasarana, 2. Printer
dan / atau 3. HP
fasilitas 4. Meja
5. Kursikerja
6. Pendingin Rungan, dan
7. Dispenser
8. Kursi Tunggu
9. Toilet
10.Mushola
11.Ruang Konsultasi
12.Kursi Roda
9. | Kompetensi 1. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran,
Pelaksana keramahan, integritas yang tinggi, mampu bekerja di
bawah tekanan.
2. SDM yang memiliki kemampuan mengoperasikan
Komputer dan aplikasi pajak (Sismiop).
3. Minimal SMA/K Sederajat.
10. | Pengawas Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
Internal Kepala Sub Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah
11. Jumlah 2 Orang
Pelaksana
12 Jaminan 1. Layanan diberikan secara transparan, terbuka dan
Pelayanan tepat waktu.
2. Layanan diberikan sesuai standar pelayanan.
L KJamman 1. Jaminan keselamatan dan kerahasiaan data.
eamanan : . .
2. Jaminan tidak dilakukan penyalahgunaan data.
Keselamatan 3. Jaminan keakuratan data
Pelayanan )
14. Evaluasi Evaluasi dan pengawasan terhadap standar pelayanan
Kinerja dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan prosedur dalam
Pelaksana pelaksanaan layanan.
15. | Monitoring

Pelaksanaan

Survei Kepuasan Masyarakat




STANDAR PELAYANAN
PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

SERVICE DELIVERY

Persyaratan |:| 1. Salinan KTP Penjual dan Pembeli / Pemberi Hibah dan

Pembayaran Penerima Hibah / Pemberi Wakaf dan Penerima Wakaf
/ Pemberi Waris dan Penerima Waris;

2. Salinan KK Penjual dan Pembeli / Pemberi Hibah dan

Penerima Hibah / Pemberi Wakaf dan Penerima Wakaf

/ Pemberi Waris dan Penerima Waris;

Surat Keterangan Kematian (bagi BPHTB Waris);

Salinan NPWP (jika ada);

Salinan Sertifikat atau Surat Jual Beli;

Surat Keterangn Waris atau Hibah dan sejenisnya

dalam hal waris/hibah dan sejenisnya (format

terlampir);

Salinan Risalah Lelang ( bagi BPHTB hasil lelang);

Surat kuasa bermaterai (apabila dikuasakan kepada

orang lain )

9. Bukti lunas PBB-P2.

10. Foto lokasi Objek Pajak.

D o b €O

e

Sistem, : Offline
Mekanisme,
dan Prosedur PEMBAYARAN BEA PERDLENAN NAX ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Pendaftaran BPTS)
Wailh Pajak dalang ke kantor SAPERDR
. Memawa dokumen @0 Melengkap
persyaratan
"w
~u _
! |%~| + Memerizsa dan Memveriias] berkas
« Survey Keiokasi Obiek Pajak dan
menerhitkas berita acara Survey

Lagangae
« Menetaphan NRal BPHTR
N
b
B g




Online

PEMBAYARAN BEA PEROLEHAM HAX ATAS TANAH DAN BARGUNAN
(BPHTE)

Menoupleai Golmmen persyaratan Meialul
b, apllkas| ESPHTR

3. | Jangka Waktu | :| 5 Hari Kerja (persyaratan lengkap)
Penyelesaian
4. Biaya / Tarif | :| Gratis biaya layanan
2 Produk 13| gspp BPHTB
Pelayanan
6. | Penanganan |:| SMS/WA/Telpon Pengaduan: 082156058828
Pengaduan, Instagram : @bapendakotabontang
Saran, dan Facebook : Bapenda KotaBontang
Masukan Email : bapenda.pemkotbontang@gmail.com
Kantor Bapenda dan MPP
Kanal Pelayanan Pengaduan SP4N Lapor
B. | MANUFACTURING
7. | Dasar Hukum | :| 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Menteri Keuangan Rl Nomor 85 Tahun 2024
tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan;
4. Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.
5. Perwali Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah.
8. Sarana, 1. Laptop
Prasarana, 2. Printer
dan / atau 3 HP
fasilitas 4. Meja
5. Kursi kerja
6. Pendingin Rungan, dan
7. Dispenser
8. Kursi Tunggu




|

9. Toilet
10.Mushola
11.Ruang Konsultasi
12.Kursi Roda

9. | Kompetensi 1. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran,
Pelaksana keramahan, integritas yang tinggi, mampu bekerja di
bawah tekanan.
2. SDM yang memiliki kemampuan mengoperasikan
Komputer dan aplikasi pajak (Sismiop).
3. Minimal SMA/K Sederajat.
10. Pengawas Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
Internal Kepala Sub Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah
11. Jumlah 4:Evan
Pelaksana 9
12. Jaminan 1. Layanan diberikan secara transparan, terbuka dan
Pelayanan tepat waktu.
2. Layanan diberikan sesuai standar pelayanan.
13, KJamman 1. Jaminan keselamatan dan kerahasiaan data.
eamanan . . .
Kessiamatan 2. Jam!nan tidak dilakukan penyalahgunaan data.
Pelayanan 3. Jaminan keakuratan data.
14, Evaluasi Evaluasi dan pengawasan terhadap standar pelayanan
Kinerja dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan prosedur dalam
Pelaksana pelaksanaan layanan.
15. Monitoring

Pelaksanaan

Survei Kepuasan Masyarakat




STANDAR PELAYANAN
PEMBATALAN SPPDT PBB-P2

SERVICE DELIVERY

Persyaratan |:| 1. Surat Permohonan (formulir tersedia di Tempat
Pembatalan Pelayanan Pajak Daerah atau menggunakan format
surat sendiri);
2. Salinan SPPDT PBB P2 yang diajukan;
3. Salinan KTP Wajib Pajak dan/atau kuasa Waijib Pajak;
4. Salinan bukti kepemilikan tanah sertifikat/dokumen
yang dipersamakan;
5. Surat Kuasa Bermaterai (apabila dikuasakan).
Sistem, :
MEKanisme, PEMBATALAN SPPDT PBB-P2
dan Prosedur
Wajb Pajax gatang ke kantor BAPENDA
MemBawa cokumen per sy aian
L
\/q 1‘
I
3
S Mengmpu! berdasarkan ke pulusan hepala Sadan ke
’1 Sesmiop/Sistem ualuk pemdataian SPPST PSS-P2
Tang (st
NS
Sural Reputesan Pembataian SPPOT PES.P2 ¢’y
iberikan Kepada Waiib Pakal 0i loke! '
pelayanan
Jangka Waktu | :| 1 hari kerja
Penyelesaian
Biaya / Tarif | :| Gratis biaya layanan
Produk .| Pembatalan SPPDT PBB P2
Pelayanan )
Penanganan |: SMS/WA/Telpon Pengaduan: 082156058828
Pengaduan, Instagram : @bapendakotabontang
Saran, dan Facebook : Bapenda KotaBontang
Masukan Email : bapenda.pemkotbontang@gmail.com
Kantor Bapenda dan MPP
Kanal Pelayanan Pengaduan SP4N Lapor

MANUFACTURIN

Dasar Hukum | :| 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah;

2. Peraturan Pemerintah 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;




3. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 85 Tahun
2024 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
4. Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.
5. Perwali Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah.
8. Sarana, 1. Laptop
Prasarana, 2. Printer
dan / atau 3. HP
fasilitas 4. Meja
5. Kursi kerja
6. Pendingin Rungan, dan
7. Dispenser
8. Kursi Tunggu
9. Toilet
10.Mushola
11.Ruang Konsultasi
12.Kursi Roda
9. Kompetensi 1. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran,
Pelaksana keramahan, integritas yang tinggi, mampu bekerja di
bawah tekanan.
2. SDM yang memiliki kemampuan mengoperasikan
Komputer dan aplikasi pajak (Sismiop).
3. Minimal SMA/K Sederajat.
10. Pengawas Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
Internal Kepala Sub Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah
Kepala Sub Bidang Evaluasi Pendapatan Daerah
11. Jumlah 4 Orang
Pelaksana
12. Jaminan 1. Layanan diberikan secara transparan, terbuka dan
Pelayanan tepat waktu.
2. Layanan diberikan sesuai standar pelayanan.
13 KJamlnan 1. Jaminan keselamatan dan kerahasiaan data.
eamanan ; ; ,
Keselamatan 2. Jam!nan tidak dilakukan penyalahgunaan data.
3. Jaminan keakuratan data
Pelayanan '
14. Evaluasi Evaluasi dan pengawasan terhadap standar pelayanan
Kinerja dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan prosedur
Pelaksana dalam pelaksanaan layanan.
15. Monitoring

Pelaksanaan

Survei Kepuasan Masyarakat
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STANDAR PELAYANAN

MUTASI OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

A. | SERVICE DELIVERY
T Persyaratan 1. Surat pengisian formulir SPOP/LSPOP;
2. Salinan KTP dan KK:
3. Salinan Tanda Bukti Pembayaran PBB tahun berjalan;
4. Salinan bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan
tanah (sertifikat/dokumen lain yang dipersamakan);
5. Surat Kuasa Bermaterai (apabila dikuasakan);
6. Foto di lokasi objek pajak.
2. Sistem, !
Mekanisme, MUTAS! OBJEN DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
dan Prosedur
Wajib Pajak gaiang ke kanior BAPTNDA
Membawa cokumen peisyaratan
w
\/ln {‘ |
' ‘1 3 Memeriksa dan Memyeritikas Berkas
= &
o
" §§
e
)
s Iput Gala ke Sistem dan Menerdifkan
l! Rl keterangan Wo?
NS
Menerima Sural Reterangan Io? Y,
L 4
3. | Jangka Waktu T .
Penyelesaian 5 hari kerja (apabila persyaratan lengkap)
4. Biaya / Tarif ‘| Gratis biaya layanan
- FrmcuK ‘| surat Keterangan NJOP
Pelayanan
6. Penanganan | :| SMS/WA/Telpon Pengaduan: 082156058828
Pengaduan, Instagram : @bapendakotabontang
Saran, dan Facebook : Bapenda KotaBontang
Masukan Email : bapenda.pemkotbontang@gmail.com
Kantor Bapenda dan MPP
Kanal Pelayanan Pengaduan SP4N Lapor
B. | MANUFACTURING
7 | Dasar Hukum :| 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah;

2. Peraturan Pemerintan 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208 / PMK 207
Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

4. Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

5. Perwali Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah.




8. Sarana, 1. Laptop
Prasarana, dan 2. Printer
/ atau fasilitas 3. HP
4. Meja
5. Kursi kerja
6. Pendingin Rungan, dan
7. Dispenser
8. Kursi Tunggu
9. Toilet
10.Mushola
11.Ruang Konsultasi
12.Kursi Roda
9. Kompetensi 1. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran,
Pelaksana keramahan, integritas yang tinggi, mampu bekerja di
bawah tekanan.
2. SDM yang memiliki kemampuan mengoperasikan
Komputer dan aplikasi pajak (Sismiop).
3. Minimal SMA/K Sederajat.
10. Pengawas Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
Internal Kepala Sub Bidang pendataan Pendapatan Daerah
Kepala Sub Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah
11; Jumlah 3 Oran
Pelaksana g
12. Jaminan 1. Layanan diberikan secara transparan, terbuka dan
Pelayanan tepat waktu.
2. Layanan diberikan sesuai standar pelayanan.
13 K‘ézrrr::gﬁgn 1. Jaminan k_eseiamatan dan kerahasiaan data.
2. Jaminan tidak dilakukan penyalahgunaan data.
Resciahtiah 3. Jaminan keakuratan data
Pelayanan ’
14. | Evaluasi Kinerja Evaluasi dan pengawasan terhadap standar pelayanan
Pelaksana dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan prosedur
dalam pelaksanaan layanan.
15. Monitoring

Pelaksanaan

Survei Kepuasan Masyarakat
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STANDAR PELAYANAN
PENETAPAN DAN PEMBAYARAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN

BATUAN (MBLB)

A. SERVICE DELIVERY
1. Persyaratan | : 1. Dokumen data volume pengambilan MBLB
2, Sistem, Offline Melalui Loket
Mekanisme, fill
dan Prosedur PENETAPAN DAN PEMBAYARAN PAJAX MINERAL BUXAN LOGAM
DAN BATUAN (MBLE)
Wagh Paak datang ke kanlor PP BAPENDA
Membawa Gokumen persyaratan
W
\/l !\ |
. ]*‘E i MemberiKan Farmuli Peiaporan Paiak
: dan iata cara pengisian Form kepada
Waiio Paak
Mengis: 1ormuty 0an melengiap: dokumen
persyaialan Peiaporan Pajak
. i“ © Memenks3 lormulif DEaDOran an Keieaghagan skumen
vy— S persyaaian
Meneluskan gekumen ke KABID Man LASUSID PPD uniuk @
Rooroved i
—_
- B
-
o
npul 0313 ke SISIEM APURIS QUnd
menerditkan SKPY
»
4
' Mempe:oied SIPD URIUK MelKUKan L~
Y
3. Jangka 2 hari kerja (persyaratan lengkap)
Waktu
Penyelesaian
4, Biaya / Tarif Gratis
3, Produk SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah)
Pelayanan
6. Penanganan SMS/WA/Telpon Pengaduan: 082156058828
Pengaduan, Instagram : @bapendakotabontang
Saran, dan Facebook : Bapenda KotaBontang
Masukan Email : bapenda.pemkotbontang@gmail.com
Kantor Bapenda dan MPP
Kanal Layanan Pengaduan SP4N Lapor
B. MANUFACTURING
7. Dasar Hukum .| 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah;




2. Peraturan Pemerintah 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;

3. Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.

4. Perwali Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah.

8. Sarana, 1. Laptop
Prasarana, dan / 2. Printer
atau fasilitas 3. HP

4. Meja

5. Kursi kerja

6. Pendingin Rungan, dan

7. Dispenser

8. Kursi Tunggu

9. Toilet

10. Mushola

11. Ruang Konsultasi

12. Kursi Roda

9. Kompetensi 1. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan,
Pelaksana kesabaran, keramahan, integritas yang tinggi,

mampu bekerja di bawah tekanan.

2. SDM yang memiliki kemampuan mengoperasikan
Komputer.

3. Minimal SMA/K Sederajat.

10. | Pengawas Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
Internal Kasubbid Pelayanan Pendapatan Daerah

Kasubbid Pendataan Pendapatan Daerah

11. | Jumlah 4 Orang
Pelaksana

12. | Jaminan 1. Layanan diberikan secara transparan, terbuka dan
Pelayanan tepat waktu.

2. Layanan diberikan sesuai standar pelayanan.

13. | Jaminan 1. Jaminan keselamatan dan kerahasiaan data.
Keamanan 2. Jaminan tidak dilakukan penyalahgunaan data.
Keselamatan 3. Jaminan keakuratan data.

Pelayanan

14. | Evaluasi Kinerja Evaluasi dan pengawasan terhadap standar pelayanan
Pelaksana dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan prosedur

dalam pelaksanaan layanan.

15. | Monitoring Survei Kepuasan Masyarakat

Pelaksanaan
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PENETAPAN DAN PEMBAYARAN PAJAK BARANG JASA TERTENTU TENAGA

STANDAR PELAYANAN

LISTRIK

A SERVICE DELIVERY

1. Persyaratan 1. Dokumen konsumsi tenaga Listrik
2. Sistem, Online Melalui Bapenda Etam
Mekanisme,

dan Prosedur

PEMBAYARAN PAJAK BARANG JASA TERTENTU TENAGA LISTRIK

E-iEDg Terdl yang B3pat Snduh dan

_‘m




Offline Melalui Loket

PENETAPAN DAN PEMBAYARAN PAJAK BARANG JASA TERTENTU
TENAGA LISTRIX

S |

F

persyaraian
Meneniskan dekumen Le DABID dam LASUS PPO untuk i

3. Jangka 1 Jam (pelayanan offline persyaratan lengkap)
Waktu
Penyelesaian
4, Biaya / Tarif Gratis biaya layanan
5. Produk SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) dan bukti setor.
Pelayanan
6. Penanganan SMS/WA/Telpon Pengaduan:082156058828
Pengaduan, Instagram : @bapendakotabontang
Saran, dan| | Facebook : Bapenda KotaBontang
Masukan Email : bapenda.pemkotbontang@gmail.com
Kantor Bapenda dan MPP
Kanal Layanan Pengaduan SP4N Lapor
B. MANUFACTURING
7. Dasar Hukum | 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;
3. Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.
4. Perwali Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah.
5. Surat Keputusan (SK) Wali Kota Bontang Nomor
389 Tahun 2016 tentang Perubahan tarif dasar
listrik untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri di
wilayah Kota Bontang
8. Sarana, 1. Laptop
Prasarana, dan / 2. Printer
atau fasilitas 3. HP
4. Meja




5. Kursi kerja

6. Pendingin Rungan, dan
7. Dispenser

8. Kursi Tunggu

9. Toilet

10. Mushola

11. Ruang Konsultasi

12. Kursi Roda

9. Kompetensi 1. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan,

Pelaksana kesabaran, keramahan, integritas yang tinggi,
mampu bekerja di bawah tekanan.
2. SDM yang memiliki kemampuan mengoperasikan
Komputer.
3. Minimal SMA/K Sederajat.

10. | Pengawas Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Internal Kasubbid Pelayanan Pendapatan Daerah
Kasubbid Pendataan Pendapatan Daerah

11. | Jumlah 4 Orang
Pelaksana

12. | Jaminan 1. Layanan diberikan secara transparan, terbuka dan
Pelayanan tepat waktu.

2. Layanan diberikan sesuai standar pelayanan.

13. | Jaminan 1. Jaminan keselamatan dan kerahasiaan data.
Keamanan 2. Jaminan tidak dilakukan penyalahgunaan data.
Keselamatan 3. Jaminan keakuratan data.

Pelayanan

14. | Evaluasi Kinerja Evaluasi dan pengawasan terhadap standar pelayanan
Pelaksana dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan prosedur

dalam pelaksanaan layanan.

15. | Monitoring Survei Kepuasan Masyarakat

Pelaksanaan
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STANDAR PELAYANAN

PENETAPAN DAN PEMBAYARAN PAJAK BARANG JASA TERTENTU HOTEL,
MAKAN DAN/ATAU MINUM, KESENIAN DAN HIBURAN, PARKIR.

A. | SERVICE DELIVERY

Persyaratan |: | Dokumen Pembukuan Omset
2. Sistem,
Mekanisme,
dan Prosedur Online Melalui Bapenda Etam

STANDAR PELAYANAN
PENETAPAN DAN PEMBAYARAN PAJAK BARANG JASA TERTENTUN HOTEL,
MAKAN DAN/ATAU MINUM, KESENIAN DAN HIBURAN, PARKIR.

wajill Fajax

Login ApuKas: Bapenda tam




Offline Melalui Loket

PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK BARANG JASA

TERTENTU HOTEL, MANANAN DAN/ATAU MINUM, KESENIAN
| AN HIBURAX, PARKR
WaRh Pak fatang ke Karior PPO BAPERD
M L
V'P ' " ,
S 4 | & MembeIan forMul Peas08 PHAk
: v 03N 1213 cara pengrs@an form kepaca
™
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3. Jangka 1 Jam (pelayanan offline)
Waktu
Penyelesaian
4. Biaya / Tarif Gratis biaya layanan
5. Produk SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah)
Pelayanan
6. Penanganan SMS/WA/Telpon Pengaduan:082156058828
Pengaduan, Instagram : @bapendakotabontang
Saran, dan Facebook : Bapenda KotaBontang
Masukan Email : bapenda.pemkotbontang@gmail.com
Kantor Bapenda dan MPP
Kanal Layanan Pengaduan SP4N Lapor
B. MANUFACTURING
i Dasar Hukum : | 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerabh;
2. Peraturan Pemerintah 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;
3. Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.
4, Perwali Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah.
8. Sarana, 1. Laptop
Prasarana, dan / 2. Printer
atau fasilitas 3. HP
4. Meja
5. Kursi kerja
6. Pendingin Rungan, dan
7. Dispenser
8. Kursi Tunggu
9. Toilet




Pelaksanaan

10. Mushola
11. Ruang Konsultasi
12. Kursi Roda
9. Kompetensi 1. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan,
Pelaksana kesabaran, keramahan, integritas yang tinggi,
mampu bekerja di bawah tekanan.
2. SDM yang memiliki kemampuan mengoperasikan
Komputer.
3. Minimal SMA/K Sederajat.

10. | Pengawas Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Internal Kasubbid Pelayanan Pendapatan Daerah
Kasubbid Pendataan Pendapatan Daerah

11. | Jumlah 2 (dua) Orang
Pelaksana

12. | Jaminan 1. Layanan diberikan secara transparan, terbuka dan
Pelayanan tepat waktu.

2. Layanan diberikan sesuai standar pelayanan.

13. | Jaminan 1. Jaminan keselamatan dan kerahasiaan data.
Keamanan 2. Jaminan tidak dilakukan penyalahgunaan data.
Keselamatan 3. Jaminan keakuratan data.

Pelayanan

14. | Evaluasi Kinerja Evaluasi dan pengawasan terhadap standar pelayanan
Pelaksana dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan prosedur

dalam pelaksanaan layanan.

15. | Monitoring Survei Kepuasan Masyarakat
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PENETAPAN DAN PEMBAYARAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

STANDAR PELAYANAN

A. SERVICE DELIVERY
S Persyaratan 1. Laporan hasil panen
2. Mengisi formulir ~ Surat Pemberitahuan Pajak
Daerah ( SPTPD)
2. Sistem, Offline Melalui Loket
Mekanisme,
dan Prosedur
PENETAPAN DAN PEMBAYARAN PAJAK SARANG BUBUNG WALET
Wb Paiak £3tang ke Kanlor PPY BEPERDL
= MEmOANI DIREMEE eI N AlaY
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| v Wemberriat Formall eI 70
61 1302 €312 pERgIIAL FOrm kegada
W Pain
O i
'1§A%ﬂ*
MEDpS! FOMUET G meiengiag] Sokemen
FEISYU AN PePoian Par
Q\ Memertis: 1or3ul; pelagoras 820 keergion dikumer
— mﬁmmnu-mm-nl
unm-umm
f 3
Ul 6212 ke sislen apikas! gUm
meseryixae S0
© meadistybesin SIPD wepata Waib P
.
¥4
Wemseroieh SIPY BN Welatrkn =
Pembayaia P f A
T ]
3. Jangka 2 hari kerja (jika persyaratan lengkap)
Waktu
Penyelesaian
4, Biaya / Tarif Gratis biaya layanan
5. Produk SPTPD dan Bukti Setor
Pelayanan
6. Penanganan SMS/WA/Telpon Pengaduan:082156058828
Pengaduan, Instagram : @bapendakotabontang
Saran, dan Facebook : Bapenda KotaBontang
Masukan Email : bapenda.pemkotbontang@gmail.com
Kantor Bapenda dan MPP
Kanal Pelayanan Pengaduan SP4N Lapor
B. MANUFACTURING
7. Dasar Hukum :1 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah;




2. Peraturan Pemerintah 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;

3. Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.

4. Perwali Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah.

8. Sarana, 1. Laptop
Prasarana, dan / 2. Printer
atau fasilitas 3. HP

4. Meja

5. Kursi kerja

6. Pendingin Rungan, dan
7. Dispenser

8. Kursi Tunggu

9. Toilet

10. Mushola

11. Ruang Konsultasi

12. Kursi Roda

9. Kompetensi 1. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan,

Pelaksana kesabaran, keramahan, integritas yang tinggi,
mampu bekerja di bawah tekanan.
2. SDM yang memiliki kemampuan mengoperasikan
Komputer.
3. Minimal SMA/K Sederajat.

10. | Pengawas Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Internal Kasubbid Pelayanan Pendapatan Daerah
Kasubbid Pendataan Pendapatan Daerah

11. | Jumlah 2 Orang
Pelaksana

12. | Jaminan 1. Layanan diberikan secara transparan, terbuka dan
Pelayanan tepat waktu.

2. Layanan diberikan sesuai standar pelayanan.

13. | Jaminan 1. Jaminan keselamatan dan kerahasiaan data.
Keamanan 2. Jaminan tidak dilakukan penyalahgunaan data.
Keselamatan 3. Jaminan keakuratan data.

Pelayanan

14. | Evaluasi Kinerja Evaluasi dan pengawasan terhadap standar pelayanan
Pelaksana dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan prosedur

dalam pelaksanaan layanan.

15. | Monitoring Survei Kepuasan Masyarakat

Pelaksanaan

4

L

WA
-

¥ +/ QO

(¢ SYAHRUDDIN, SE. MAMEn
S50 NIP 197402102005021001




STANDAR PELAYANAN

PENETAPAN DAN PEMBAYARAN PAJAK AIR TANAH

SERVICE DELIVERY

Persyaratan

1. Dokumen volume pengambilan air tanah

Sistem,
Mekanisme,
dan Prosedur

Offline Melalui Loket

| Wagh Pajak datang ke kanlor PP BAPENDA
Membawa dokumen per sy 3ialan

: Memberikan Formuls Pelagoran Faiak
v 020 1313 S PeNgu AN FOIM Kepada
Waph P2

Ml Deaporan Gan kefengiapan SoKamen

. perspaan

 Menerusian solumen L LABD Gan LASUSID PP{ miuk 01
Agproves SETT T

Pembayaran Pajak

A=t
Jangka 2 hari kerja (persyaratan lengkap)
Waktu
Penyelesaian
Biaya / Tarif Gratis biaya layanan
Produk SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah)
Pelayanan
Penanganan SMS/WA/Telpon Pengaduan:082156058828
Pengaduan, Instagram : @bapendakotabontang
Saran, dan Facebook : Bapenda KotaBontang
Masukan Email : bapenda.pemkotbontang@gmail.com
Kantor Bapenda dan MPP
Kanal Layanan Pengaduan SP4N Lapor

MANUFACTURING

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah;




2. Peraturan Pemerintah 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;

3. Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.

4. Perwali Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah.

8. Sarana, 1. Laptop
Prasarana, dan / 2. Printer
atau fasilitas 3. HP

4. Meja

5. Kursi kerja

6. Pendingin Rungan, dan

7. Dispenser

8. Kursi Tunggu

9. Tailet

10. Mushola

11. Ruang Konsultasi

12. Kursi Roda

9, Kompetensi 1. SDM vyang memiliki ketelitian, kecekatan,
Pelaksana kesabaran, keramahan, integritas yang tinggi,

mampu bekerja di bawah tekanan.

2. SDM yang memiliki kemampuan mengoperasikan
Komputer.

3. Minimal SMA/K Sederajat.

10. | Pengawas Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
Internal Kasubbid Pelayanan Pendapatan Daerah

Kasubbid Pendataan Pendapatan Daerah

11. | Jumlah 4 Orang
Pelaksana

12. | Jaminan 1. Layanan diberikan secara transparan, terbuka dan
Pelayanan tepat waktu.

2. Layanan diberikan sesuai standar pelayanan.

13. | Jaminan 1. Jaminan keselamatan dan kerahasiaan data.
Keamanan 2. Jaminan tidak dilakukan penyalahgunaan data.
Keselamatan 3. Jaminan keakuratan data.

Pelayanan

14. | Evaluasi Kinerja Evaluasi dan pengawasan terhadap standar pelayanan
Pelaksana dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan prosedur

dalam pelaksanaan layanan.

15. | Monitoring Survei Kepuasan Masyarakat

Pelaksanaan
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